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ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI

SIPIL ( PNS)
( Nomor Putusan : 61/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn )

OLEH:
IMMANUEL SIMANJUNTAK
NPM : 10 840 0099
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang
korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu
kebiasaan. Bahwa dalam seluruh perbandingan korupsi antar negara, Indonesia
selalu masuk dengan negara terkorup. Berbagai cara telah ditempuh untuk
memberantas korupsi secara bersamaan dengan semakin canggih modus yang
dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberantas korupsi di Negara ini.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh
berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian,
keuangan negara, moral bangsa, disamping itu juga merupakan perilaku kejahatan
yang sulit ditanggulangi.

Banyak faktor penyebab pegawai negeri sipil melakukan korupsi adalah
ketimpangan penghasilan, gaya hidup konsumtif, penghasilan yang tidak
memadai, kurang adanya keteladanan dari pimpinan, serta sistem akuntabilitas di
Instansi Pemerintah kurang memadai. Bahwa subjek/objek penelitian ini adalah
Pegawai Negeri Sipil, yang mana pegawai negeri sipil ini melakukan tindak
pidana korupsi di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bertujuan
menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan merugikan
keuangan Negara dan perekenomian Negara. Oleh karena itu pelaku-pelaku tindak
pidana korupsi harus dikenakan sanksi pidana yang begitu berat agar menjadi efek
jera bagi pelaku-pelaku atau yang ingin melakukan korupsi.
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ABSTRACT

STUDY ON THE PROVISION OF CRIMINAL SANCTIONS LAW CRIME
CORRUPTION IN CIVIL SERVANTS ( PNS)

( Decision Number : 61/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn )

BY :
IMMANUEL SIMANJUNTAK
NPM : 10 840 0099

FIELD CRIMINAL LAWS

Corruption in Indonesia is growing systematically. For many people
corruption is no longer a violation of law, but merely a habit. That corruption in
all comparisons between countries, Indonesia has entered the most corrupt
countries. Various means have been taken to combat corruption in conjunction
with increasingly sophisticated modes performed by the government in an effort
to eradicate corruption in this country.

Corruption is a crime that can touch a wide range of interests related to
rights, the ideology of the state, the economy, the country's financial, moral, and
also it is a behavior that is difficult to overcome evil.

Many factors cause corruption of civil servants is income inequality,
consumptive lifestyles, inadequate income, lack of exemplary leadership, and
accountability systems in inadequate Government Agencies. That the subject /
object of this study is Civil Servant, in which the civil servants involved in
corruption in the educational affairs of Langkat.

Corruption 1s a form of crime that aims to benefit themselves. another
person or a corporation and financial harm the State and State economies.
Therefore perpetrators of corruption should be subject to criminal sanctions are so

severe that be a deterrent for the perpetrators or who wish to engage in corruption.
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nyata-nyata telah merugikan negara sangat besar.

Bagaimana mungkin rakyat Indonesia bisa sejahtera jika demokrasi dari
rakyat untuk rakyat tidak diselanggarakan dengan baik akan tetapi untuk saat ini
sekarang kita dapat berbangga hati kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
yang telah membuktikan' keberhasilan mereka dalam usaha pemberantasan
korupsi dengan dibuktikan banyaknya kasus korupsi yang terungkap serta
banyaknya pejabat negara dan pejabat pemerintahan ( Pegawai Negeri Sipil ) yang
telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang saat ini masih dalam proses
persidangan bahkan ada pula dalam menjalani masa hukumannya. Seharusnya
melihat hal tersebut selayaknya setiap pejabat dalam instansi pemerintahan tidak
menyalahgunakan jabatannya, karena begitu jelas perbuatan tersebut sangat
merugikan negara.

Menyadari bahwa korupsi di Indonesia masih saja terjadi maka yang harus
dilakukan bukan hanya mencegah tetapi juga harus memberantas koruspi,
mengingat jumlah kasus yang begitu banyak dari tahun ke tahun dan akibat dari
tindakan tersebut dapat merugikan Negara dengan cukup jumlah yang banyak.

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem
yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja
dan profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga tidak jarang dalam
pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh
perilaku penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya ( abuse of power
).

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah senantiasa di arahkan

untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia, untuk itu bukan hanya tugas
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Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan kerugian
negara tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti. Upaya ini telah memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas
negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana vang telah
ditetapkan jumlah pembayaran uang penggantinya oleh pengadilan.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus
dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar
hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.Namun
pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak hanya melalui jalur atau upaya
pemidanaan saja. Melainkan dapat juga dilakukan melalui upaya Hukum Perdata
seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo.
Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dimana dalam hal si terdakwa dalam kasus
korupsi meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang di
pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara. Maka yang
dituntut untuk melakukan pembayaran kerugian negara tersebut adalah ahli
warisnya. Dimana hal tersebut dilakukan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara
Negara.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana.
Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah
korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah
sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara penanggulangannya, demikian
pula perkembangan korupsi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat
untuk memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat, namun demikian korupsi makin merajalela, kerugian negara tidak
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BAB II

BAB IIL

BAB IV

BAB V.

TINJAUAN UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Tindak Pidana
Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-Bentuk Tindak
Pidana Korupsi, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengungkap Tindak
Pidana Korupsi.

LATAR BELAKANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Sejarah Terjadinya Tindak
Pidana Korupsi, Pengertian Pegawai Negeri Sipil, Faktor-Faktor
Penyebab Pegawai Negeri Sipil Melakukan Tindak Pidana Korupsi,’
Dampak Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil
Terhadap Negara.

PROSES DAN SANKSI HUKUMAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG MELAKUKAN KORUPSI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Hukum Tindak Pidana
Korupsi Terhadap Pegawai Negeri Sipil, Kendala-Kendala Yang
Dihadapi Petugas Dalam Proses Penyidikan, Pembuktian Terbalik
Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Hukuman, Sanksi Hukuman
Yang Diterapkan Kepada Pelaku Korupsi, Upaya-Upaya
Penanggulangan Korupsi Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya
Tindak Pidana Korupsi, Kasus dan Tanggapan Kasus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang Kesimpulan dan

Saran.
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B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan
memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang
sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan
pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan
tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yang
menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 ( satu
milyar rupiah).”

Ada 5 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perscorangan atau termasuk korporasi.
Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum,
terdapat pada ketentua umum Undang-undang No.31 tahun
1999 pasal 1 ayat (1).

2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu
tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-
undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum

pidana)Buku kesatu,aturan umum Bab 1 (satu) Batas-batas berlakunya aturan
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pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana
yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-
undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupih) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).

4. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan
tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan
negara.

5. Dilakukan dalam keadaan tertentu, maksudnya adalah keadaaan yang
dapat dijadikan alasan pemberantasan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi
yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang
diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,
penanggulangan akibat kerusuhan soisal yang meluas, penanggulangan krisis

ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi.
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BAB III
LATAR BELAKANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG

DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Sejarah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yang terjadi pada masa sekarang bukanlah hal yang pertama kali
akan tetapi korupsi terjadi tidak mengenal zaman dan waktu, berikut
perkembangan sejarah yang terjadi dari zaman kerajaan sampai zaman era
reformasi :

1. Pada Zaman Kerajaan

Pada zaman kerajaan praktek korupsi hanya terjadi pada perebutan
kekuasaan dimana hal ini juga dilakukan untuk memperkaya diri dan keluarga
serta untuk memperluas wilayah kekuasaannya.

2. Pada Indonesia Merdeka

Pada era setelah Indonesia merdeka. Di dalam era tersebut yang masih di
bawah pimpinan presiden Ir.soekarno terlihat jelas bahwa telah dua kali di bentuk
Badan Pemberantas Korupsi yaitu PARAN ( Panitia Retooling Aparatur Negara )
dan Operasi Budhi. Kedua badan tersebut dibentuk untuk mengawasi praktek-
praktek korupsi yang terjadi pada era tersebut dimana salah satunya dengan cara
mengisi formulir yang zaman sekarang dikenal dengan daftar kekayaan pejabat
negara. Sedangkan Operasi Budhi sendiri kebanyakan bergerak di perusahaan-
perusahaan negara yang dimana dianggap rawan akan praktek korupsi.

3. Pada Orde Baru
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sama penting, oleh karena itulah keberadaan dan pembentukannya dilakukan,
kalau tidak penting keberadaannya perlu dilakukan likwidasi. Kerberadaan polisi
penting, begitupula tentara dan penjaga mercusuar yang hidup penuh resiko
kematian. Auditor, jaksa. hakim juga penuh resiko untuk disuap. Jadi tidak ada
perbedaan kepentingan keberadaan pegawai, bukan cuma pegawai Departemen
Keuangan saja yang penting dan penuh resiko untuk melakukan korupsi, sehingga
memperoleh penghasilan yang berbeda dengan pegawai departemen/lembaga
lainnya.

2. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup yang konsumtif dikota-kota besar mendorong pegawai untuk
dapat memiliki mobil mewah , rumah mewah, menyekolahkan anak di luar negeri,
pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Sebagai misalnya, gaya
hidup yang populer berupa hoby main sepakbola akan mendorong seorang
pegawai untuk mau menyediakan sarana untuk melaksanakan hoby tersebut.
Apabila pegawai tersebut memang bukan pegawai yang tingkatannya cocok
dengan hobby tersebut, sedangkan dirinya ingin bergaya hidup seperti itu
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sarananya dengan cara-cara yang legal,
maka mendorong dirinya untuk melakukan berbagai hal, termasuk korupsi agar
hobbynya dapat terlaksana. Hal ini menjadikan pegawai yang walaupun sudah
mendapatkan gaji yang layak akan berusaha menambah penghasilannya untuk
memenuhi tuntutan gaya hidup tersebut.

Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang
rendah semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang

untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.
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kultur organisasi yang resmi dan kode etik atau aturan perilaku yang secara resmi
diberlakukan pada organisasi.

6. Sistem Akuntabilitas Di Instansi Pemerintah Kurang Memadai

Pada organisasi di mana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran
yang sudah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber
dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap
unsur, kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor
dengan baik. Hal ini cenderung akan terjadi secara otomatis, karena setiap
berkurangnya sumber daya akan mengakibatkan berkurangnya tingkat pencapaian
sasaran yang pada ahirnya akan menurunkan tingkat prestasi kerja manajemen
unit kerja yang bersangkutan.

Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan
dengan visi ( vision ) dan misi ( mision ) yang diembannya dan juga belum
merumuskan secara tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam priode
tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi
kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan
sumber daya ( infastruktur ), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran yang
seharusnya dirumuskan sangat tepat dan seharusnya dicapai ( faktor out-put ).
Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi
tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak.

Untuk memperbaiki keadaan ini, maka perlu disosialisasikan dengan
diimplementasikan konsep perencanaan stratejik yang dimulai dengan perumusan
visi dan misi masing-masing Departemen/BUMN ( Badan Usaha Milik Negara )

/BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah ). Selanjutnya berdasarkan itu dengan
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“permissive” (cenderung membolehkan secara diam-diam) terhadap terjadinya

penyimpangan kondisi sangat kondusif untuk terjadinya korupsi.

D. Dampak Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil
Terhadap Negara
Berikut beberapa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran
dan penyalahgunaan wewenang dengan seseorang melakukan korupsi,
Menyatakan bahwa akibat-akibat tindak pidana korupsi adalah :
1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap

penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.

2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh

militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.

3. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas

administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Bukan hanya itu saja korupsi juga sangat berdampak buruk bagi
perkembangan suatu negara. Bahkan dampak suatu tindak pidana korupsi juga
dapat menggoyahkan kedaulatan suatu negara. Dalam hubungan internasional
juga, jika didalam suatu negara tindak pidana korupsi sangat sering terjadi hingga
mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu dapat membuat
hubungan bilateral antar negara juga kurang harmonis. Dikarenakan negara yang
menjalin hubungan kerja sama merasa tidak nyaman serta membuat negara lain

tidak mau menjalin hubungan kerja sama di kemudian hari.
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ideologi atau pengaruhnva terhadap bangsa Indonesia. Akan menggunakan
penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.

e. Perusakan Mental Pribadi

Seseorang yvang sering melakukan penyelewengan dan penyelundupan
mentalnya akan menjadi rusak. Ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung
berdasarkan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta
hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan
menguntungkan dirinya atau orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih
berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru dan dicontoh oleh generasi muda
Indonesia.

f. Hukum Tidak Lagi Dihormati

Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan
pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila
para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat
ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

Dalam pendapat Selanjutnya Mc Mullan ( 1961 ) mengatakan bahwa
akibat tindak tindak pidana tindak pidana korupsi adalah ketidak efisienan,
ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-
sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan
asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan
tidak represif.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibat-

akibat tindak pidana tindak pidana korupsi diatas adalah sebagai berikut :
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini terhadap 2
permasalahan ada pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena lemahnya
pendidikan agama dan etika, kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan
dengan kebutuhan yang terus meningkat, latar belakang kebudayaan atau
kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya manajemen
yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien, yang
memberikan peluang orang untuk korupsi dan birokrasi pengurusan masalah
yang sangat panjang dan keinginan masyarakat agar urusan cepat selesai juga
merupakan iklim yang sangat kondusif bagi berlangsungnya korupsi,
kedisiplinan yang sangat rendah serta longgarnya pengawasan juga merupakan
faktor yang sangat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan korupsi, dan
nafsu hidup bermewah-mewah dikalangan kelompok yang berkuasa untuk
menutup pengeluarannya yang besar.

2. Bahwa bentuk sanksi pidana serta sanksi denda yang diberikan terhadap
pelaku kurang efektif, dan tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana seharusnya Hakim dapat
memberikan lebih sanksi pidana dan sanksi denda lebih dari minimal sanksi

yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang
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Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
dapat meberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan vang mau akan melakukan
korupsi.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negerl Medan

(V%]

No.61/Pid.Sus.K/2012/PN.Medan, Hakim memberikan hukuman pada pidana
penjara 1 ( satu ) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )
sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menetapkan masa penahanan
yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang

dijatuhkan.

B. Saran

1. Bahwa perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri hal ini disebabkan oleh kebutuhan hidup Pegawai Negeri
yang terus meningkat, dalam hal ini pemerintah harus benar-benar
memperhatikan kebutuhan atau mensejahterakan Pegawai Negeri dengan cara
menaikkan gaji Pegawai Negeri

2. Bahwa upaya penanggulangan tindak Pidana korupsi yaitu hukum harus
benar-benar ditegakkan, serta memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi
dan yang akan melakukan korupsi dan jangan ada perkataan yang terucapkan
oleh masyarakat adanya pemberhentian penyidikan atau penuntutan secara
diam-diam yang terlalu sering diucapkan.

3. Hendaknya Hakim memberikan hukuman lebih dari 1 ( satu ) tahun kepada

Drs. Sutiono yang mana dari akibat perbuatannya yang menguntungkan diri
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